Narasi Penerima Anugerah Merdeka Belajar Pemerintah Daerah tahun 2023

A. Pemda Transformatif-Provinsi

1. Kategori Transformasi Anggaran dan Regulasi (Pemda Transformatif-Provinsi)
Penerima penghargaan transformasi anggaran dan regulasi adalah pemerintah daerah yang
berhasil meningkatkan nilai capaian indeks Standar Pelayanan Minimal (SPM) bidang
pendidikan, disertai dengan mengalokasikan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
(APBD) murni tertinggi dan menetapkan peraturan daerah yang mendukung peningkatan
mutu Pendidikan pada tingkat Pemerintah Daerah Provinsi.

e Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta telah mengalokasikan lebih dari 20% APBD
Murni untuk bidang pendidikan dalam rangka mendukung Layanan Pendidikannya dan
implementasi Kebijakan Merdeka Belajar sehingga mengangkat nilai SPM absolutnya.
Dukungan anggaran dan kebijakan peraturan yang ditetapkan telah mendorong 80%
SMA dan SMK mengimplementasikan kurikulum merdeka baik melalui jalur sekolah
penggerak, SMK Pusat Keunggulan, SMK Badan Layanan Umum Daerah, hingga
implementasi kurikulum merdeka secara mandiri. Selain itu dukungan implementasi
kurikulum merdeka pun diterapkan pada jenis layanan pendidikan khusus dengan
ditetapkannya Peraturan Daerah No. 3 tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Pendidikan
Bagi Peserta Didik Penyandang Disabilitas, memiliki Potensi Kecerdasan, dan/atau Bakat
Istimewa.

e Provinsi Kepulauan Riau, selain telah mengalokasikan anggaran Pendidikan murni
yang signifikan, kolaborasi Pemda dan DPRD telah menetapkan beragam regulasi
Program Sekolah penggerak mulai dari Keputusan Gubernur, Keputusan Kepala Dinas
Pendidikan, penganggaran hingga surat edaran yang mendukung secara komprehensif
kebijakan merdeka belajar sehingga telah dapat mengangkat nilai SPM absolutnya. Selain
mengandalkan APBD yang telah ditetapkan Pemda Provinsi Riau telah mendorong
APBD-P secara komprehensif penyelenggaraan sosialisasi Program Sekolah Penggerak,
penetapan satuan pendidikan sebagai sekolah penggerak, pelaksanaan kegiatan Program
Sekolah Penggerak, dan pemantauan serta evaluasi penyelenggaraan Program Sekolah
Penggerak. Begitupun dengan penyelenggaraan program SMK Pusat Keunggulan, SMK
Badan Layanan Umum Daerah, dan Teaching Factory Program SMK didukung tidak
hanya oleh APBD namun juga dengan pelibatan mitra-mitra pembangunan di daerah.

e Provinsi Sumatera Barat, dengan mengalokasikan dana APBD Murni untuk Pendidikan
lebih dari 25%, dan dukungan regulasi dan penganggaran untuk Program Implementasi
Kurikulum Merdeka dan Program Sekolah Penggerak sehingga telah mendongkrak naik
nilai SPM absolut bidang pendidikan. Beberapa program yang mendukung kebijakan
merdeka belajar melalui pengembangan pendidikan vokasi dan pendidikan khusus serta
dukungan pengembangan karir pendidik dan tenaga kependidikan pada layanan
pendidikan menengah dan pendidikan khusus.



2. Kategori Transformasi Pembelajaran (Pemda Transformatif-Provinsi)
Penerima penghargaan transformasi pembelajaran adalah pemerintah daerah yang berhasil
meningkatkan kemampuan literasi numerasi dengan menerapkan aksi nyata dalam Asesmen
Nasional, Program Sekolah Penggerak, Perencanaan Berbasis Data dan Implementasi
Kurikulum Merdeka pada tingkat Pemerintah Daerah Provinsi.

e Provinsi Banten telah berhasil meningkatkan partisipasi Asesmen Nasional dengan baik
sehingga meningkatkan jumlah satuan Pendidikan yang memadai data Asesmen Nasional
nya secara signifikan dari tahun 2021 ke tahun 2022 yang kemudian sejalan dengan
peningkatan capaian SPM Literasi dan Numerasi di tingkat Pendidikan Menengah dan
Pendidikan Khusus. Festival Pendidikan yang diselenggarakan dalam rangka
memperingati Hari Pendidikan Nasional (Hardiknas) yang telah berlangsung selama 8
tahun telah dijadikan ajang unjuk aksi nyata dukungan kebijakan merdeka belajar
provinsi Banten pada beberapa tahun terakhir ini. Festival yang diselenggarakan dengan
bersinergi bersama mitra pembangunan daerah memberi dampak positif dalam
mendorong semua pemangku kepentingan terhubung dan berkontribusi bersama dalam
meningkatkan kualitas pembelajaran dengan berbagi dan saling menginspirasi.

e Provinsi Kalimantan Selatan, selama tahun 2021 hingga tahun 2022, telah mencatatkan
aksi nyata pada Program Program Sekolah Penggerak yang telah berada pada level
berkomitmen, ditambah dengan Adoption Rate dalam mendukung Implementasi
Kurikulum Merdeka sebesar 100% serta peningkatan jumlah satuan Pendidikan yang
memiliki status data Asesmen Nasional memadai hingga lebih dari 80% yang sejalan
dengan peningkatan capaian SPM Literasi dan Numerasi di tingkat Pendidikan Menengah
dan Pendidikan Khusus. Pemda Provinsi Kalimantan Selatan secara konsisten setiap
tahun mengajukan Program Sekolah Penggerak sebagai upaya mendorong peningkatan
kualitas pembelajaran di Kalimantan Selatan. Sejalan dengan hal tersebut, saat ini lebih
dari  50% SMK telah difasilitasi oleh Pemda Kalimantan Selatan telah
mengimplementasikan kurikulum merdeka.

e Provinsi Sulawesi Barat sclain telah dapat mendorong Adoption Rate Implementasi
Kurikulum Merdeka hingga 100%, seluruh satuan Pendidikan di tingkat Pendidikan
Menengah dan Pendidikan Khusus pun telah berhasil mengikuti Asesmen Nasional
secara paripurna yang ditunjukan dengan seluruh satuan pendidikannya telah
memperoleh status memadai data Asesmen Nasional dan berhasil meningkatkan capaian
SPM Literasi dan Numerasi di daerahnya.

3. Kategori Transformasi SDM Pendidikan (Pemda Transformatif-Provinsi)
Penerima penghargaan transformasi SDM pendidikan adalah pemerintah daerah yang telah
meningkatkan kemampuan literasi numerasi dengan mengangkat guru penggerak menjadi
kepala sekolah dan mengajukan formasi guru Aparatur Sipil Negara (ASN) Pegawai
Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) pada tingkat Pemerintah Daerah Provinsi.

e Provinsi Sulawesi Selatan telah melakukan aksi nyata pengusulan pengangkatan ASN
seluruhnya dari jalur PPPK dan mengoptimalkan Guru Penggerak yang telah lulus tes
kompetensi kepala sekolah untuk menjadi kepala satuan Pendidikan di tingkat Pendidikan



Menengah dan Pendidikan Khusus yang diikuti pula dengan peningkatan capaian SPM
Literasi dan Numerasi pada tahun 2021 ke tahun 2022.

Provinsi Sulawesi Tengah, selama tahun 2021 hingga tahun 2022 Pemerintah Daerah
provinsi telah mencatatkan pengajuan ASN dari jalur PPPK sebanyak 100%. Hal tersebut
beriringan dengan peningkatan indeks SPM Literasi dan Numerasi di tingkat Pendidikan
Menengah dan Pendidikan Khusus di Sulawesi Tengah.

Provinsi Papua Barat selain telah dapat mendorong pengajuan formasi kebutuhan ASN
pendidik dari jalur PPPK sebanyak 100%, sebanyak 10% Guru Penggerak yang telah
memenuhi syarat pun telah diangkat menjadi Kepala sekolah di satuan Pendidikan tingkat
Pendidikan Menengah dan Pendidikan Khusus, sehingga telah dapat mendorong
perubahan positif indeks SPM Literasi dan Numerasinya.

4. Kategori Program Indonesia Pintar (Pemda Transformatif-Provinsi)
Penerima penghargaan Program Indonesia Pintar (PIP) adalah pemerintah daerah yang telah
meningkatkan akses dengan memberikan bantuan tunai pendidikan kepada anak usia sekolah
(6 tahun sd 18 tahun) yang berasal dari keluarga miskin dan rentan miskin yang termasuk
Pemilik Kartu Keluarga Sejahtera pada tingkat Pemerintah Daerah Provinsi.

Provinsi Bali, pada tahun 2022 Pemerintah Daerah provinsi telah mencatatkan setiap
aspek pengelolaan PIP mulai dari pemanfaatan aplikasi SIPintar, Pengelolaan PIP, hingga
pelaporan PIP secara berimbang dan konsisten sehingga dapat mendorong peningkatan
capaian SPM untuk Angka Partisipasi Sekolah (APS) di daerahnya dibandingkan pada
tahun 2021.

Provinsi Kepulauan Bangka Belitung telah mengoptimalkan proses pemanfaatan
aplikasi SIPintar, Pengelolaan PIP, hingga pelaporan PIP sehingga telah mendorong
peningkatan Indeks SPM APS di Kepulauan Bangka Belitung dari tahun 2021 ke tahun
2022 di tingkat Pendidikan Menengah dan Pendidikan Khusus walau belum secara
optimal.

Provinsi Jawa Barat telah melakukan aksi nyata Pengelolaan Program Indonesia Pintar
pada komponen pemanfaatan Aplikasi SIPintar hampor 100% serta tingkat pelaporan
yang hampir mencapai 90%, dan kesemua aksi nyata tersebut telah mendorong
peningkatan indeks SPM APS di Jawa Barat pada tahun 2021 ke tahun 2022.

5. Kategori Transformasi Digital (Pemda Transformatif-Provinsi)
Penerima penghargaan transformasi digital adalah pemerintah daerah yang telah berhasil
meningkatkan literasi numerasi dengan mendorong penyelenggara Pendidikan menggunakan
Platform Merdeka Mengajar dan akun belajar.id untuk meningkatkan mutu pembelajaran
dan pengelolaan satuan pendidikan pada tingkat Pemerintah Daerah Provinsi.

Provinsi DKI Jakarta telah berhasil mendorong secara paripurna seluruh satuan
Pendidikan di tingkat Pendidikan Menengah dan Pendidikan Khusus untuk mengaktivasi
akun belajar.id gurunya. Selain itu mengoptimalkan akun-akun yang telah diaktivasi
tersebut untuk dapat memanfaatkan Platform Merdeka Mengajar hingga tuntas melalui



berbagai program pemberdayaan MGMP dalam membangun komunitas belajar dan
pelatihan berbasis digital yang telah dimiliki sebelumnya. Hal tersebut telah berimbas
terhadap perubahan positif capaian indeks SPM Literasi dan Numerasi pada tahun 2021
ke tahun 2022.

e Provinsi Kalimantan Timur, selama tahun 2021 hingga tahun 2022 Pemerintah Daerah
provinsi telah memotivasi seluruh guru di tingkat Pendidikan Menengah dan Pendidikan
Khusus untuk mengaktivasi akun belajar.id-nya. Selain itu, motivasi berupa fasilitasi dan
pendampingan dalam komunitas belajar telah mendorong secara optimal mereka
sehingga dapat mengakses Platform Merdeka Mengajar secara tuntas serta dapat
meningkatkan indeks SPM Literasi dan Numerasi di tingkat Pendidikan Menengah dan
Pendidikan Khusus Kalimantan Timur.

o Provinsi Jawa Timur selain telah dapat mendorong aktivasi akun belajar.id guru
sebanyak 100%, dan mendorong secara optimal akun yang telah diaktivasi untuk dapat
tuntas memanfaatkan Platform Merdeka Mengajar-nya sehingga berhasil mendorong
peningkatan capaian SPM Literasi dan Numerasi di tingkat Pendidikan Menengah dan
Pendidikan Khusus pada tahun 2022.

6. Kategori Pencegahan 3 Dosa Besar Pendidikan (Pemda Transformatif-Provinsi)
Penerima penghargaan Pencegahan 3 Dosa Besar Pendidikan adalah pemerintah daerah yang
telah berhasil meningkatkan iklim keamanan, kebinekaan, inklusivitas di satuan Pendidikan
melalui program pencegahan kekerasan, program kebinekaan dan program inklusivitas pada
tingkat Pemerintah Daerah Provinsi.

e Provinsi Riau berdasarkan kajian data telah aktif dalam menetapkan beberapa regulasi
daerah yang mengacu pada Permendikbud No. 82 tahun 2015 tentang pencegahan tindak
kekerasan di satuan pendidikan seperti peraturan kepala dinas dan perangkat daerah
lainnya yang terkait. Selain itu, implementasi pendampingan program di satuan
Pendidikan secara konsisten dan berkelanjutan sehingga dapat mendorong peningkatan
Indeks SPM Keamanan, Kebinekaan, dan Inklusivitas (KKI) di Provinsi Riau pada tahun
2021 ke tahun 2022.

e Provinsi Jawa Tengah, Pemerintah Daerah provinsi telah mencatatkan secara konsisten
komitmennya dalam mendukung pencegahan tindak kekerasan di satuan Pendidikan
dengan beragam regulasi serta program-program pendampingan baik berupa sosialisasi
hingga Gerakan Bersama melalui ROOTS Program yang sejalan dengan program yang
telah dicanangkan Kemendikbudristek secara berimbang dan konsisten sehingga dapat
mendorong peningkatan Indeks SPM KKI di daerahnya dibandingkan pada tahun 2021.

e Provinsi Sumatera Selatan telah mengoptimalkan dukungan regulasi hingga lebih dari 3
acuan yang mendukung baik tindak perundungan, kekerasan seksual, maupun intoleransi
di daerahnya sehingga telah mendorong perubahan positif Indeks SPM KKI di daerahnya
pada tahun 2021 ke tahun 2022 di tingkat Pendidikan Menengah dan Pendidikan Khusus.

7. Kategori Transformasi Pendidikan Vokasi (Pemda Transformatif-Provinsi)



Penerima penghargaan transformasi pendidikan vokasi adalah pemerintah daerah yang telah
meningkatan penyerapan lulusan SMK dengan mendorong terbentuknya Badan Layanan
Usaha Daerah (BLUD) dan Teaching Factory (Tefa) di SMK pada tingkat Pemerintah
Daerah Provinsi.

Provinsi Aceh telah mengoptimalkan dukungan penyelenggaraan SMK sebagai BLUD
hingga hampir 50% dan keterlibatan satuan pendidikan SMK dalam program Tefa hingga
61% yang juga diikuti pula dengan peningkatan capaian indeks SPM Kualitas Lulusan
SMK pada tahun 2021 ke tahun 2022.

Kalimantan Utara pun selama tahun 2021 hingga tahun 2022 Pemerintah Daerah
provinsi telah mencatatkan dukungan regulasinya bagi penyelenggaraan SMK BLUD
untuk hampir 60% SMK Negerinya dan mengakselerasi hingga 57,14% seluruh SMK di
daerahnya untuk menerapkan Tefa sehingga dapat mendorong peningkatan indeks
Kualitas Lulusan SMK pada tahun 2021 ke tahun 2022.

Nusa Tenggara Barat selain telah dapat mendorong penetapan regulasi yang
mendukung penyelenggaraan SMK BLUD di SMK Negeri dan Program Tefa untuk
semua populasi SMK di daerahnya telah secara signifikan meningkatkan capaian indeks
SPM Kualitas Lulusan SMK pada tahun 2021 ke tahun 2022.

. Pemda Transformatif-Kabupaten/Kota Daerah non-tertinggal

Kategori Transformasi Anggaran dan Regulasi (Pemda Transformatif-Kabupaten/Kota)
Penerima penghargaan transformasi anggaran dan regulasi adalah pemerintah daerah yang
berhasil meningkatkan nilai SPM dengan mengalokasikan anggaran APBD murni tertinggi
dan menetapkan peraturan daerah yang mendukung peningkatan mutu Pendidikan di tingkat
Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota daerah non-tertinggal.

Kabupaten Bangka Tengah telah mengalokasikan lebih dari 20% APBD Murni untuk
bidang pendidikan dalam rangka mendukung Layanan Pendidikannya. Salah satu
program yang menjadi unggulan kabupaten Bangka Tengah ialah penerapan Kurikulum
Merdeka di jenis pendidikan kesetaraan. Strategi yang dikembangkan ialah dengan
mengedepankan motivasi dan semangat bagi warga belajar yang rata-rata berusia di atas
30 tahun tersebut, dengan diberikan pembelajaran yang memudahkan mereka untuk
menguasai pembelajaran yang pada akhirnya mereka bisa lulus dan mendapatkan ijazah.
Hal tersebut telah berimbas pada perubahan positif nilai capaian indeks SPM absolutnya.

Kabupaten Hulu Sungai Tengah, selain telah mengalokasikan anggaran Pendidikan
murni hampir 23%, kolaborasi Pemda dan DPRD telah menetapkan beragam regulasi
yang mendorong Implementasi Kurikulum Merdeka mulai dari Keputusan Bupati,
Keputusan Kepala Dinas Pendidikan, Penganggaran hingga surat edaran yang telah
mendorong hampir 50% populasi satuan pendidikan di Kabupaten Hulu Sungai Tengah
telah menerapkan kurikulum merdeka. Hal tersebut telah dapat mengangkat nilai SPM
absolutnya.

Kabupaten Pekalongan telah mengalokasikan dana APBD Murni untuk Pendidikan
lebih dari 25%. Dukungan regulasi dan penganggaran untuk Program Implementasi



Kurikulum Merdeka dan Program Sekolah Penggerak telah mendorong 70% satuan
pendidikan di jenjang pendidikan anak wusia dini dan pendidikan dasar
mengimplementasikan kurikulum merdeka, sehingga telah mendongkrak nilai SPM
absolut bidang pendidikan daerah.

e Kabupaten Temanggung mewujudkan komitmen di dunia pendidikan dengan
menerbitkan Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung No. 7 Tahun 2018 tentang
penyelenggaraan Pendidikan yang mendorong dikeluarkannya keputusan Bupati secara
spesifik mendukung percepatan Implementasi Kurikulum Merdeka di sekolah penggerak
dan sekolah mandiri, Keputusan Kepala Dinas tentang peningkatan mutu Pendidikan
melalui dukungan program sekolah penggerak, implementasi kurikulum merdeka, dan
perencanaan berbasis data. Alokasi anggaran pendidikan murni yang telah mencapai
lebih dari 20% disusun menggunakan analisis Perencanaan Berbasis Data Rapor
Pendidikan Daerah dan telah menghasilkan inovasi pendidikan yang mendongkrak indeks
inovasi daerah dan menempatkan Kabupaten Temanggung sebagai salah satu kabupaten
terinovatif di Indonesia versi Innovatives Goverment Award 2022 Kemendagri.

e Kabupaten Wonogiri telah mengalokasikan dana APBD Murni untuk bidang pendidikan
hingga mencapai 35%. Dengan memfasilitasi komunitas belajar baik di KKG maupun di
KKKS secara berkala dan berkelanjutan, setiap anggota komunitas secara bergantian
membagi praktik baiknya dalam mendorong program guru penggerak dan sekolah
penggerak secara aktif. hal-hal tersebut mendongkrak SPM absolut daerah naik.

9. Kategori Transformasi Pembelajaran (Pemda Transformatif-Kabupaten/Kota)
Penerima penghargaan transformasi pembelajaran adalah pemerintah daerah yang berhasil
meningkatkan kemampuan literasi numerasi dengan menerapkan aksi nyata dalam Asesmen
Nasional, Program Sekolah Penggerak, Perencanaan Berbasis Data dan Implementasi
Kurikulum Merdeka di tingkat Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota daerah non-tertinggal.

e Kota Banjarmasin telah secara lengkap memasukan indikator SPM terbaru dalam
RKPD mereka berdasarkan analisis Perencanaan Berbasis Data Rapor Pendidikan di
tahun 2022 lalu, dengan hampir 50% diantaranya diarahkan pada sub kegiatan prioritas
SPM. selain itu partisipasi Asesmen Nasional dengan data memadai di Kota Banjarmasin
telah mencapai 99%. dengan Adoption Rate mencapai 100% serta komitmen persepsi
positif pada penyelenggaraan Program Sekolah Penggerak Kota Banjarmasin
mencatatkan peningkatan capaian SPM Literasi dan Numerasi pada tahun 2022 lalu.

e Kabupaten Magetan, selama tahun 2021 hingga tahun 2022, Pemerintah Daerah
Kabupaten telah mencatatkan aksi nyata pada Program Implementasi Kurikulum
Merdeka yang telah dengan Adoption Rate hampir 100% serta peningkatan jumlah satuan
Pendidikan yang data Asesmen Nasional nya memadai hingga lebih dari 98% yang
sejalan  dengan peningkatan capaian SPM Literasi dan Numerasi daerah. Adapun
Pemerintah Daerah.

e Kabupaten Nunukan telah mencatatkan aksi nyata pada Program Program Sekolah
Penggerak sebagai salah satu dari 2 pemda yang telah berada pada level melembaga
sebagai capaian tertinggi komitmen pemda. Pada aksi nyata Implementasi Kurikulum



Merdeka, capaian Adoption Rate Implementasi Kurikulum Merdeka kabupaten Nunukan
hingga 100%, kemudian pada aksi nyata Asesmen Nasional tercatat lebih dari 97%
satuan Pendidikan di Kabupaten Nunukan pun telah berhasil mengikuti Asesmen
Nasional dengan status data memadai. Aksi-aksi nyata tersebut telah mendorong
keberhasilan meningkatkan indeks SPM Literasi dan Numerasi di daerahnya.

e Kabupaten Soppeng, termasuk ke dalam pemda yang memiliki aksi nyata pada Program
Program Sekolah Penggerak yang baik karena telah berada pada level tertanam yang
merupakan capaian tinggi dari komitmen pemda. Pada aksi nyata Implementasi
Kurikulum Merdeka, capaian Adoption Rate Implementasi Kurikulum Merdeka
Kabupaten Soppeng telah mencapai 100%, kemudian pada aksi nyata Asesmen Nasional
tercatat lebih dari 98% satuan Pendidikan pun telah berhasil mengikuti Asesmen
Nasional dengan status memadai data Asesmen Nasional. Aksi-aksi nyata tersebut telah
mendorong keberhasilan meningkatkan indeks SPM Literasi dan Numerasi di daerahnya.

e Kabupaten Toba merupakan kabupaten yang mendorong aksi nyata satuan pendidikan
di daerahnya untuk dapat mengikuti Asesmen Nasional secara lengkap, sehingga dapat
mendorong hingga 98% satuan pendidikan yang dapat menghasilkan status data Asesmen
Nasional memadai. Hal tersebut tidak terlepas dari upaya pemerintah Kabupaten
melibatkan mitra pembangunan daerah mereka menyediakan fasilitas komputer yang
dapat digunakan untuk proses belajar mengajar serta penyelenggaraan Asesmen Nasional
Berbasis Komputer di satuan pendidikan. Tercatat ratusan set perangkat multimedia telah
diterima satuan pendidikan untuk mendukung hal tersebut dan berkontribusi terhadap
kenaikan capaian SPM Literasi dan Numerasi daerah.

10. Kategori Transformasi SDM Pendidikan (Pemda Transformatif-Kabupaten/Kota)
Penerima penghargaan transformasi SDM pendidikan adalah pemerintah daerah yang telah
meningkatkan kemampuan literasi numerasi dengan mengangkat guru penggerak menjadi
kepala sekolah dan mengajukan formasi guru Aparatur Sipil Negara (ASN) Pegawai
Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) di tingkat Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota
daerah non-tertinggal.

e Kabupaten Sragen telah melakukan aksi nyata pengusulan pengangkatan ASN
seluruhnya dari jalur PPPK dan mengoptimalkan Guru Penggerak yang telah lulus tes
kompetensi kepala sekolah untuk menjadi kepala satuan Pendidikan di jenjang
Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Dasar. Selain itu, Pemerintah Kabupaten pun
mengeluarkan kebijakan bagi PPPK yang telah memenuhi syarat (termasuk menjadi Guru
Penggerak) dapat memiliki kesempatan yang sama untuk dapat ditempatkan sebagai
Kepala Sekolah. yang diikuti pula dengan peningkatan capaian SPM Literasi dan
Numerasi pada tahun 2021 ke tahun 2022.

e Kabupaten Rejang Lebong, selama tahun 2021 hingga tahun 2022 Pemerintah Daerah
mencatatkan pemenuhan kebutuhan guru ASN seluruhnya dari PPPK. Hal tersebut
seiring dengan kebijakan pengangkatan guru penggerak sebagai kepala sekolah sebagai
syarat mutlak yang ditetapkan. Hal-hal tersebut telah turut berkontribusi atas peningkatan
capaian SPM Literasi dan Numerasi pada tingkat Pendidikan Anak Usia Dini dan



Pendidikan Dasar di daerahnya, termasuk dalam kelompok peningkatan indeks yang
tinggi.

e Kota Balikpapan selain telah dapat mendorong pengajuan formasi kebutuhan ASN
pendidik dari jalur PPPK sebanyak 100%, sebanyak 18% Guru Penggerak yang telah
memenuhi syarat pun telah diangkat menjadi Kepala sekolah seluruh satuan Pendidikan
di tingkat Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Dasar. Hal tersebut telah
berkontribusi mendorong peningkatan capaian SPM Literasi dan Numerasi di tingkat
Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Dasar daerah.

e Kabupaten Semarang merupakan salah satu pemerintah daerah yang memiliki
komitmen dalam memprioritaskan pengangkatan pendidik PPPK menjadi ASN, hal ini
dibuktikan dengan memfasilitasi seluruh formasi ASN pendidiknya dengan pendidik
PPPK sesuai dengan ketentuan. Selain itu, kebijakan mendorong jumlah guru penggerak
yang dapat memenuhi syarat sebagai kepala sekolah pun telah berjalan baik dan saat ini
sedang dalam proses pengangkatan guru penggak menjadi kepala sekolah yang telah
mencapai 16%. Aksi-aksi nyata tersebut telah memberi kontribusi terharaop peningkatan
SPM Literasi dan Numerasi Kabupaten Semarang meningkat.

e Kota Sabang merupakan bagian dari pemerintah daerah yang secara konsisten menjaga
komitmennya mengalokasikan seluruh porsi pengangkatan pendidik ASNnya berasal dari
para pendidik PPPK yang telah memenuhi syarat. Hingga saat ini upaya pengangkatan
guru penggerak menjadi kepala sekolah pun saat ini telah didorong untuk mengakselerasi
jumlah guru penggerak di kota Sabang. Aksi-aksi tersebut telah berkontribusi dalam
memberi dampak peningkatan capaian SPM Literasi dan Numerasi kota meningkat.

11. Kategori Program Indonesia Pintar (Pemda Transformatif-Kabupaten/Kota)
Penerima penghargaan Program Indonesia Pintar adalah pemerintah daerah yang telah
meningkatkan akses dengan memberikan bantuan tunai pendidikan kepada anak usia sekolah
(6 tahun s.d 18 tahun) yang berasal dari keluarga miskin dan rentan miskin yang termasuk
Pemilik Kartu Keluarga Sejahtera.

e Kabupaten Aceh Utara merupakan pemerintah daerah yang telah secara konsisten
melakukan aksi nyata Pengelolaan Program Indonesia Pintar. Pada komponen
pemanfaatan Aplikasi SIPintar sekitar 94% pengguna menggunakan dan mengakses
aplikasi ini. Dalam proses pengelolaan, kualitas prosesnya tercatat telah memenuhi
hampir 75% standar yang telah ditentukan. Adapun tingkat kualitas pelaporan penyaluran
dan implementasi program menunjukan capaian sebesar 96%. Kesemua aksi nyata
tersebut telah mendorong peningkatan capaian SPM untuk Angka Partisipasi Sekolah
(APS) di Aceh Utara dari tahun 2021 ke tahun 2022.

e Kota Blitar, pada tahun 2022 Pemerintah Daerah Kota Blitar telah mendorong banyak
aksi nyata dalam upayanya memastikan semua anak usia sekolah telah dapat mengakses
layanan pendidikan dasar dan menengahnya dengan tunas. Kota Blitar mencatatkan aspek
pengelolaan PIP mulai dari pemanfaatan aplikasi SIPintar, Pengelolaan PIP, hingga
pelaporan PIP secara berimbang dan konsisten sehingga dapat mendorong peningkatan
Indeks SPM APS di daerahnya meningkat dengan nilai yang signifikan pada tahun 2022.



e Kabupaten Kudus telah mengoptimalkan proses pemanfaatan aplikasi SIPintar pada
angka 85%, Pengelolaan PIP 78%, hingga pelaporan PIP sebesar 72%. Capaian upaya
mengelola PIP hampir 80% tersebut telah memberikan kontribusi sehingga mendorong
peningkatan capaian SPM untuk APS di Kabupaten Kudus pada tahun 2022 di tingkat
Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Dasar.

e Kabupaten Sukoharjo merupakan pemerintah daerah yang telah berhasil mendorong
upaya pengelolaan optimalisasi angka partisipasi sekolah yang meningkat pada tahun
2022. Hal ini sedikit banyaknya didukung dari pengelolaan PIP yang baik selama tahun
2022 lalu. Tercatat proses pemanfaatan aplikasi SIPintar oleh dinas pendidikan serta
peserta didik pada angka 81%, Pengelolaan PIP menunjukan 71% kualitas layanan dan
capaian target yang telah ditetapkan, hingga pelaporan PIP menunjukan 82% kesesuaian
dan ketepatan waktu prosesnya.

e Kabupaten Tegal menjadi pemerintah daerah yang juga dapat secara optimal mendorong
proses pemanfaatan aplikasi SIPintar hingga dapat melibatkan 93% pemangku
kepentingan mengaksesnya dalam upaya memantau proses pengelolaannya. Adapun
tahapan Pengelolaan PIP menunjukan tingkat kualitas layanan serta dampak sebesar 68%.
Begitupun dengan proses penyusunan dan pengajuan pelaporan PIP, menunjukan kualitas
dan ketepatannya pada level 87%. Seluruh aksi tersebut telah berkontribusi terhadap
peningkatan capaian SPM APS Kabupaten Tegal dibandingkan tahun 2021.

12. Kategori Transformasi Digital (Pemda Transformatif-Kabupaten/Kota)
Penerima penghargaan transformasi digital adalah pemerintah daerah yang telah berhasil
meningkatkan literasi numerasi dengan mendorong penyelenggara Pendidikan menggunakan
Platform Merdeka Mengajar dan akun belajar id untuk meningkatkan mutu pembelajaran
dan pengelolaan satuan pendidikan pada tingkat Kabupaten/Kota di daerah non-tertinggal.

e Kabupaten Cilacap merupakan pemerintah daerah yang memiliki terobosan berupa
program One Week Challenge berupa pendampingan bagi guru untuk pemanfaatan
Platform Merdeka Mengajar untuk mendorong pemanfaatan Platform Merdeka Mengajar
secara optimal. Program tersebut selanjutnya diikuti dengan program One Day One Topic
dengan prioritas unggah aksi nyata. Hal ini telah berhasil mendorong seluruh satuan
Pendidikan di tingkat Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Dasar untuk
mengaktivasi akun belajar.id gurunya serta mengoptimalkan akun-akun yang telah
diaktivasi tersebut untuk dapat memanfaatkan Platform Merdeka Mengajar hingga tuntas
hingga dapat berimbas terhadap peningkatan capaian SPM untuk Literasi dan Numerasi
pada tahun 2021 ke tahun 2022.

e Kota Dumai selama tahun 2021 hingga tahun 2022 Pemerintah Daerah kota telah
mengembangkan sinergi bersama mitra pembangunan secara terstruktur dan
berkelanjutan dalam memotivasi seluruh guru di tingkat pendidikan anak usia dini dan
pendidikan dasar untuk mengaktivasi akun belajar.id-nya serta mendorongnya secara
optimal sehingga dapat mengakses Platform Merdeka Mengajar secara tuntas. Sehingga
dengan penguatan kemampuan penguasaan digitalisasi proses pembelajaran yang



interaktif dapat berkontribusi dalam meningkatkan capaian SPM Literasi dan Numerasi di
tingkat Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Dasar di Kota Dumai.

e Kabupaten Indragiri Hulu selain telah dapat mendorong aktivasi akun belajar.id guru
sebanyak 100%. Selain itu, Kabupaten Indragiri Hulu termasuk kedalam Pemerintah
Daerah yang telah mendorong secara optimal akun yang telah diaktivasi untuk dapat
tuntas memanfaatkan Platform Merdeka Mengajar-nya hingga 62% akun. Semua aksi
nyata tersebut telah berkontribusi terhadap peningkatan capaian SPM Literasi dan
Numerasi di Kabupaten Indragiri Hulu di tahun 2022.

e Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu merupakan pemerintah daerah yang telah
mengembangkan program E-MGMP (Musyawarah Guru Mata Pelajaran) eksisting,
program ni merupakan solusi untuk MGMP dalam menghadapi kendala komunikasi
akibat kondisi geografis Kepulauan Seribu sejak lama. Program ini ternyata dapat
mendorong tidak hanya aktivasi akun belajar.id di Kepulauan Seribu mencapai 100%
akun, namun juga dapat menjaring hampir 50% diantaranya dapat secara tuntas
memanfaatkan kegiatan dalam Platform Merdeka Mengajar. Kondisi tersebut berhasil
berkontribusi terhadap peningkatan indeks SPM Literasi dan Numerasi di Kabupaten
Indragiri Hulu di tahun 2022.

e Kabupaten Mojokerto dengan mengoptimalkan sinerginya bersama organisasi
pendidikan PGRI di daerahnya, mengembangkan dukungan ekosistem pengembangan
kemampuan digital pendidik melalui beberapa kegiatan pelatihan terstruktur. Program
sinergi ini cukup berkontribusi tidak hanya pada capaian aktivasi akun belajar.id pendidik
di kabupaten Mojokerto yang telah 100%, namun juga telah dapat mendorong angka
ketuntasan mengikuti kegiatan di Platform Merdeka Mengajar hingga hampir mencapai
43% akun. Kesemua aksi nyata ini ditengarai berkontribusi pada peningkatan indeks
SPM Literasi dan Numerasi di Kabupaten Mojokerto pada tahun 2022.

13. Kategori Pencegahan 3 Dosa Besar Pendidikan (Pemda Transformatif-Kabupaten/Kota)
Penerima penghargaan Pencegahan 3 Dosa Besar Pendidikan adalah pemerintah daerah yang
telah berhasil meningkatkan iklim keamanan, kebinekaan, inklusivitas di satuan Pendidikan
melalui program pencegahan kekerasan, program kebinekaan dan program inklusivitas di
tingkat Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota daerah non-tertinggal.

e Kota Batam berdasarkan identifikasi kajian data telah aktif dalam menetapkan beberapa
regulasi daerah yang mengacu pada Permendikbud No. 82 tahun 2015 tentang
pencegahan tindak kekerasan di satuan pendidikan berupa peraturan kepala dinas. Selain
itu, kegiatan sosialisasi berupa kampanye 24 Hari Penuh Kasih Sayang yang melibatkan
beragam organisasi penggiat anti kekerasan di kota Batam didorong menjadi program
pendampingan di satuan Pendidikan secara konsisten dan berkelanjutan. Semua aksi
tersebut berkontribusi dalam mendorong peningkatan Indeks SPM Keamanan,
Kebinekaan, dan Inklusivitas (KKI) di kota Batam dari tahun 2021 ke tahun 2022.

e Kabupaten Blitar, Pemerintah Daerah Kabupaten telah mencatatkan secara konsisten
komitmennya dalam mendukung pencegahan tindak kekerasan di satuan Pendidikan
dengan beragam regulasi, mulai dari peraturan bupati maupun peraturan kepala dinas.



Program-program pendampingan baik berupa sosialisasi maupun bimtek pencegahan
kekerasan di satuan pendidikan, mengadopsi kanal pelaporan tindak kekerasan di satuan
pendidikan yang terpusat melalui https://sp4n.lapor.go.id/, hingga Gerakan Bersama
melalui ROOTS Program yang sejalan dengan program yang telah dicanangkan
Kemendikbudristek secara berimbang dan konsisten. Hal-hal tersebut mendorong
peningkatan Indeks SPM KKI di daerahnya pada tahun 2022.

e Kabupaten Humbang Hasundutan telah mengoptimalkan dukungan sosialisasi dan
pendampingan yang mendukung baik tindak perundungan, kekerasan seksual, maupun
intoleransi di daerahnya sehingga telah mendorong peningkatan indeks SPM KKI di
daerahnya pada tahun 2022 di tingkat Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Dasar.

e Kabupaten Lampung Tengah telah menginisiasi upaya pencegahan kekerasan di
lingkungan sekolah dengan menetapkan peraturan kepala dinas. Selain itu,
penyelenggaraan sosialisasi, pendampingan, maupun bimbingan teknis pencegahan
tindak kekerasan di sekolah pun masif dilakukan dengan melibatkan pendidik serta
peserta didik secara berkesinambungan. Kondisi tersebut telah berkontribusi terhadap
peningkatan indeks SPM KKI di daerahnya pada tahun 2022 lalu.

e Kota Pekalongan telah menginisiasi program sekolah ramah anak menjadi bagian yang
wajib dilaksanakan oleh sekolah penggerak di daerahnya serta mendorong sekolah
lainnya untuk menduplikasinya dengan bantuan pengimbasan program sekolah
penggerak. Peraturan Daerah dan Peraturan Walikota mendukung upaya tersebut secara
konsisten. Kondisi ini berkontribusi menjadi peningkatan indeks SPM KKI di daerahnya
pada tahun 2022.

C. Pemda Inspiratif-Kabupaten Daerah Tertinggal

14. Kategori Transformasi Anggaran dan Regulasi (Pemda Inspiratif-Kabupaten daerah
tertinggal)
Penerima penghargaan transformasi anggaran dan regulasi adalah pemerintah daerah yang
berhasil meningkatkan nilai SPM dengan mengalokasikan anggaran APBD murni tertinggi
dan menetapkan peraturan daerah yang mendukung peningkatan mutu Pendidikan pada
kelompok Pemda Inspiratif Kabupaten daerah tertinggal.

e Kabupaten Asmat telah mengalokasikan lebih dari 12% APBD Murni untuk bidang
pendidikan dalam rangka mendukung Layanan Pendidikannya. Dua pendekatan program
yang menjadi unggulan kabupaten Asmat ialah pendekatan dan pemerataan kesempatan
belajar dengan menyediakan infrastruktur pendidikan, seperti sekolah guna mendukung
penyelenggaraan pendidikan di distrik dan kampung. Selanjutnya, Strategi kedua ialah
peningkatan kualitas pendidikan yang dilakukan melalui sejumlah terobosan. Antara lain
pemberian makanan tambahan bagi anak sekolah dasar, bantuan perlengkapan siswa, dan
pemberian bantuan studi hingga pemberian kesempatan belajar di luar daerah bagi siswa
berprestasi. Hal tersebut telah mengangkat nilai SPM absolutnya.

e Kabupaten Kupang, selain telah mengalokasikan anggaran Pendidikan murni hingga
21,28%, Pemda telah menunjukan komitmennya dalam mendukung kebijakan merdeka
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belajar menetapkan berbagai regulasi yang mendorong Implementasi Kurikulum
Merdeka mulai dari Keputusan Bupati, Keputusan Kepala Dinas Pendidikan,
Penganggaran hingga surat edaran. Hal tersebut telah dapat mengangkat nilai SPM
absolutnya secara signifikan.

e Kabupaten Nabire telah mengalokasikan dana APBD Murni untuk Pendidikan lebih
dari 14,52%. Dukungan regulasi dan penganggaran untuk Program Implementasi
Kurikulum Merdeka dan Program Sekolah Penggerak di jenjang pendidikan anak usia
dini dan pendidikan dasar mengimplementasikan kurikulum merdeka, sehingga telah
memberikan kontribusi mendongkrak nilai SPM absolut bidang pendidikan daerah.

e Kabupaten Pesisir Barat mewujudkan komitmen di dunia pendidikan dengan
menerbitkan regulasi Keputusan Kepala Dinas dalam mendukung program sekolah
penggerak, implementasi kurikulum merdeka, dan perencanaan berbasis data. Alokasi
anggaran pendidikan murni yang telah mencapai lebih dari 16,14% disusun
menggunakan analisis Perencanaan Berbasis Data Rapor Pendidikan Daerah. Berbagai
upaya tersebut telah berkontribusi dalam mendongkrak nilai SPM absolut bidang
pendidikan daerah.

e Kabupaten Sigi telah mengalokasikan dana APBD Murni untuk bidang pendidikan
hingga mencapai 21,85%. Dukungan regulasi dan anggaran telah diimplementasikan
secara konsisten oleh pemda dalam mendukung implementasi kurikulum merdeka dan
perencanaan berbasis data. Hal-hal tersebut mendongkrak SPM absolut daerah naik.

15. Kategori Transformasi Pembelajaran (Pemda Inspiratif-Kabupaten daerah tertinggal)
Penerima penghargaan transformasi pembelajaran adalah pemerintah daerah yang berhasil
meningkatkan kemampuan literasi numerasi dengan menerapkan aksi nyata dalam Asesmen
Nasional, Program Sekolah Penggerak, Perencanaan Berbasis Data dan Implementasi
Kurikulum Merdeka pada kelompok Pemda Inspiratif Kabupaten daerah tertinggal.

e Kabupaten Lembata telah mendorong Adoption Rate Implementasi Kurikulum Merdeka
di daerahnya hingga 92,75% dan telah mendorong hingga 207 satuan pendidikan secara
mandiri mengimplementasikan kurikulum merdeka. Selain itu, walau masih terbatas,
namun sub indikator indikator SPM terbaru telah masuk ke dalam RKPD mereka
berdasarkan analisis Perencanaan Berbasis Data Rapor Pendidikan di tahun 2022 lalu.
Selanjutnya, partisipasi Asesmen Nasional dengan data memadai di Kabupaten Lembata
telah mencapai lebih dari 95%. Semua upaya tersebut telah mencatatkan peningkatan
indeks SPM Literasi dan Numerasi daerahnya hingga 6,45%.

e Kabupaten Lombok Utara, selama tahun 2021 hingga tahun 2022, Pemerintah Daerah
Kabupaten telah mencatatkan aksi nyata pada Program Implementasi Kurikulum
Merdeka dengan Adoption Rate hampir 100% dan komitmen pemda terhadap program
sekolah penggerak pada level persepsi positif. Selain itu, peningkatan jumlah satuan
Pendidikan yang data Asesmen Nasionalnya memadai hingga lebih dari 93% yang
beriringan dengan peningkatan indeks SPM Literasi dan Numerasi.



e Kabupaten Manggarai Timur telah mencatatkan aksi nyata pada pada aksi nyata
Implementasi Kurikulum Merdeka dengan capaian Adoption Rate Implementasi
Kurikulum Merdeka kabupaten Manggarai Timur hingga 96,76%, kemudian pada aksi
nyata Asesmen Nasional tercatat lebih dari 96% satuan Pendidikan pun telah berhasil
mengikuti Asesmen Nasional dengan status data memadai. Poin lain yang menjadi
keunggulan kabupaten Manggarai Timur adalah telah tercantumnya indikator prioritas
SPM dalam dokumen RKPD tahun 2023 sebagai bagian dari analisis Perencanaan
Berbasis Data Rapor Pendidikan pada tahun 2022. Aksi-aksi nyata tersebut telah
mendorong keberhasilan meningkatkan indeks SPM Literasi dan Numerasi di daerahnya.

e Kabupaten Sumba Timur telah menerapkan aksi nyata pada proses Implementasi
Kurikulum Merdeka dengan capaian Adoption Rate Implementasi Kurikulum Merdeka
Kabupaten Sumba Timur hampir mencapai 100%. Pada aksi nyata Asesmen Nasional
tercatat hampir seluruh satuan Pendidikan pun telah berhasil mengikuti Asesmen
Nasional dengan status data Asesmen Nasional memadai. Aksi-aksi nyata tersebut telah
mendorong keberhasilan meningkatkan indeks SPM Literasi dan Numerasi di daerahnya.

e Kabupaten Timor Tengah Selatan merupakan kabupaten yang mendorong aksi nyata
satuan pendidikan di daerahnya untuk dapat mengikuti Asesmen Nasional secara
lengkap, sehingga dapat mendorong 93% satuan pendidikan yang dapat menghasilkan
status data Asesmen Nasional memadai. seluruh upaya tersebut telah mendukung dan
berkontribusi terhadap capaian SPM Literasi dan Numerasi daerah naik.

16. Kategori Transformasi SDM Pendidikan (Pemda Inspiratif-Kabupaten daerah tertinggal)
Penerima penghargaan transformasi SDM pendidikan adalah pemerintah daerah yang telah
meningkatkan kemampuan literasi numerasi dengan mengangkat guru penggerak menjadi
kepala sekolah dan mengajukan formasi guru Aparatur Sipil Negara (ASN) Pegawai
Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) pada kelompok Pemda Inspiratif Kabupaten
daerah tertinggal.

e Kabupaten Deiyai telah melakukan aksi nyata pengusulan formasi pengangkatan ASN
seluruhnya dari jalur PPPK untuk menempati kebutuhan pendidik di jenjang Pendidikan
Anak Usia Dini dan Pendidikan Dasar. Supaya tersebut telah berkontribusi terhadap
peningkatan capaian indeks SPM Literasi dan Numerasi pada tahun 2021 ke tahun 2022.

e Kabupaten Keerom, selama tahun 2021 hingga tahun 2022 Pemerintah Daerah
mencatatkan pemenuhan kebutuhan guru ASN seluruhnya dari PPPK. Selain itu,
pemerintah daerah telah menginisiasi untuk mendorong pendidiknya untuk menjadi guru
penggerak untuk pemenuhan kebutuhan pemimpin pembelajaran di daerahnya. Hal-hal
tersebut telah turut berkontribusi atas peningkatan indeks SPM Literasi dan Numerasi di
tingkat Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Dasar. Adapun Pemerintah Daerah.

e Kabupaten Pulau Taliabu selain telah dapat mendorong pengajuan formasi kebutuhan
ASN pendidik dari jalur PPPK sebanyak 100%, sebanyak 25% Guru Penggerak yang
telah memenuhi syarat pun telah diangkat menjadi Kepala sekolah seluruh satuan
Pendidikan di tingkat Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Dasar. Hal tersebut



telah berkontribusi mendorong peningkatan indeks SPM Literasi dan Numerasi daerah di
tingkat Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Dasar.

e Kabupaten Sorong Selatan merupakan salah satu pemerintah daerah yang memiliki
komitmen dalam memprioritaskan pengangkatan pendidik PPPK menjadi ASN, hal ini
dibuktikan dengan memfasilitasi seluruh formasi ASN pendidiknya dengan pendidik
PPPK sesuai dengan ketentuan. Selain itu, peningkatan jumlah guru penggerak dan
mendorong guru penggerak untuk dapat memenuhi syarat dan kualifikasi sebagai kepala
sekolah. Aksi-aksi nyata tersebut telah memberi kontribusi terharaop peningkatan SPM
Literasi dan Numerasi Kabupaten Semarang meningkat.

e Kabupaten Teluk Wondama merupakan bagian dari pemerintah daerah yang secara
konsisten menjaga komitmennya mengalokasikan seluruh porsi pengangkatan pendidik
ASNnya berasal dari para pendidik PPPK yang telah memenuhi syarat. Hingga saat ini
upaya pengangkatan guru penggerak menjadi kepala sekolah pun saat ini telah menjaring
17% Guru Penggerak menjadi kepala sekolah di daerahnya. Aksi-aksi tersebut telah
berkontribusi dalam memberi dampak peningkatan SPM Literasi dan Numerasi kota
meningkat.

17. Kategori Program Indonesia Pintar (Pemda Inspiratif-Kabupaten daerah tertinggal)
Penerima penghargaan Program Indonesia Pintar adalah pemerintah daerah yang telah
meningkatkan akses dengan memberikan bantuan tunai pendidikan kepada anak usia sekolah
(6 tahun s.d 18 tahun) yang berasal dari keluarga miskin dan rentan miskin yang termasuk
Pemilik Kartu Keluarga Sejahtera pada kelompok Pemda Inspiratif Kabupaten daerah
tertinggal.

e Kabupaten Nias Barat merupakan pemerintah daerah yang telah secara konsisten
melakukan aksi nyata Pengelolaan Program Indonesia Pintar. Pada komponen proses
pengelolaan, pengelola telah mencatatkan skor kualitas prosesnya pada nilai 63% standar
yang telah ditentukan dengan didukung proses pemanfaatan aplikasi SIPintar dan
pelaporan penyaluran dana secara konsisten. Kesemua aksi nyata tersebut telah
mendorong peningkatan Indeks SPM Angka Partisipasi Sekolah (APS) di Nias Barat dari
tahun 2021 ke tahun 2022.

e Kabupaten Nias Utara, pada tahun 2022 Pemerintah Daerah telah mendorong banyak
aksi nyata dalam upayanya memastikan semua anak usia sekolah telah dapat mengakses
layanan pendidikan anak usia dini dan pendidikan dasarnya dengan tunas. Kabupaten
Nias Utara dengan keterbatasan akses internet yang dialami telah berhasil mencatatkan
aspek pengelolaan PIP mulai dari pemanfaatan aplikasi SIPintar, Pengelolaan PIP, hingga
pelaporan PIP secara berimbang dan konsisten sehingga dapat mendorong peningkatan
Indeks SPM Angka Partisipasi Sekolah (APS) di daerahnya meningkat pada tahun 2022.

e Kabupaten Sumba Barat Daya telah mengoptimalkan proses pemanfaatan aplikasi
SIPintar, Pengelolaan PIP 78%, hingga pelaporan PIP secara baik dalam mendorong
minat dan membuka akses sekolah anak-anak di Sumba Barat Daya.. Capaian upaya
mengelola PIP tersebut telah memberikan kontribusi sehingga mendorong peningkatan



Indeks SPM Angka Partisipasi Sekolah (APS) di Kabupaten Sumba Barat Daya dari
tahun 2021 ke tahun 2022 di tingkat Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Dasar.

e Kabupaten Sumba Tengah merupakan pemerintah daerah yang telah berhasil
mendorong upaya pengelolaan optimalisasi angka partisipasi sekolah hingga meningkat.
Hal ini sedikit banyaknya didukung dari pengelolaan PIP yang baik selama tahun 2022
lalu. Tercatat proses dan kualitas layanan dan capaian target yang telah ditetapkan telah
dapat dipenuhi dengan baik walaupun tidak dapat dipungkiri kendala pemanfaatan
aplikasi SIPintar oleh dinas pendidikan serta peserta didik hingga pelaporan PIP belum
optimal termanfaatkan karena akses internet yang terbatas.

e Kabupaten Tojo Una-Una menjadi pemerintah daerah yang juga dapat secara optimal
telah mendorong proses pemanfaatan aplikasi SIPintar hingga dapat melibatkan
pemangku kepentingan mengaksesnya sebagai upaya memantau proses pengelolaannya,
ditunjang dengan tahapan Pengelolaan PIP, serta proses penyusunan dan pengajuan
pelaporan PIP, menunjukan kualitas dan ketepatannya secara konsisten di tengah
keterbatasan yang ada Seluruh aksi tersebut telah berkontribusi terhadap peningkatan
capaian SPM APS Kabupaten Tojo Una-Una pada tahun 2022.

18. Kategori Transformasi Digital (Pemda Inspiratif-Kabupaten daerah tertinggal)
Penerima penghargaan transformasi digital adalah pemerintah daerah yang telah berhasil
meningkatkan literasi numerasi dengan mendorong penyelenggara Pendidikan menggunakan
Platform Merdeka Mengajar dan akun belajar id untuk meningkatkan mutu pembelajaran
dan pengelolaan satuan pendidikan pada kelompok Pemda Inspiratif Kabupaten daerah
tertinggal.

e Kabupaten Donggala telah berhasil mendorong seluruh satuan Pendidikan di tingkat
Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Dasar untuk mengaktivasi akun belajar.id
gurunya serta mengoptimalkan akun-akun yang telah diaktivasi tersebut hingga 32%
akun yang telah menyelesaikan Platform Merdeka Mengajar hingga tuntas dapat
tervalidasi lulus. Hal tersebut telah berimbas terhadap peningkatan capaian indeks SPM
Literasi dan Numerasi pada tahun 2021 ke tahun 2022.

e Kabupaten Kepulauan Aru selama tahun 2021 hingga tahun 2022 Pemerintah Daerah
Kabupaten telah berhasil mendorong aktivasi seluruh akun belajar.id-nya. Selanjutnya
dengan pendampingan intensif melalui kelompok-kelompok belajar, secara optimal dapat
mengakses Platform Merdeka Mengajar secara tuntas dan telah mencatatkan sekitar 40%
diantaranya tervalidasi lulus. Sehingga dengan penguatan kemampuan penguasaan
digitalisasi proses pembelajaran yang interaktif dapat berkontribusi dalam meningkatkan
indeks SPM Literasi dan Numerasi di tingkat Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan
Dasar di Kabupaten Kepulauan Aru.

e Kabupaten Musi Rawas Utara selain telah dapat mendorong aktivasi hampir seluruh
akun belajar.id guru. Selain itu, Kabupaten Musi Rawas Utara termasuk kedalam
Pemerintah Daerah yang telah dapat mendorong secara optimal akun yang telah
diaktivasi tersebut untuk dapat tuntas memanfaatkan Platform Merdeka Mengajar-nya
hingga diantaranya tercatat 12% akun yang tervalidasi lulus. Semua aksi nyata tersebut



telah berkontribusi terhadap peningkatan indeks SPM Literasi dan Numerasi di
Kabupaten Musi Rawas Utara di tahun 2022.

Kabupaten Pegunungan Arfak sebagai daerah yang mengalami kesulitan akses internet
telah berhasil mendorong aktivasi seluruh akun belajar.id para pendidiknya dengan
menyediakan bantuan intensif pendampingan oleh fasilitator-fasilitator terpilih. Kondisi
tersebut berhasil berkontribusi terhadap peningkatan indeks SPM Literasi dan Numerasi
di Kabupaten Pegunungan Arfak di tahun 2022.

Kabupaten Tambrauw telah berhasil mendorong aktivasi akun belajar.id pendidiknya
hingga 100%. Selain itu, dengan segala keterbatasannya, pemerintah daerah telah berhasil
juga mendukung akun yang telah aktif menuntaskan program Platform Merdeka
Mengajar secara tuntas. Kesemua aksi nyata ini telah berkontribusi pada peningkatan
indeks SPM Literasi dan Numerasi di Kabupaten Tambrauw pada tahun 2022.



